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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Junaedi
NtP : 196612051987031003
Jabatan : Bupati
Unit Kerja - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
. - Sumber . Triwuian
NO Sasaran NOQ Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
Data I T T
Sasaran Strategis
1 |Terwujudnya Kabupaten 1 (Indeks Kepuasan Layanan a-SAKIP  [DASAR HUKUM : N/A 87,33 N/A 87,33 87,33 Nilai
Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Pubiik
Sebagai Kabupaten Wisata
Bahari, Religi, Lestari dan DEFINISI :
Berbudaya yang Memberikan Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupaken hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
Layanan Publik dan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan
Pemerataan Hasil
Pembangunan Gptimal METODE PENGUKURAN :
Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan ¢i kecamatan dan kelurahan,
hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi
SUMBER DATA :
Hasit Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan
melalui Jaksurvei
2 |Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |DASAR HUKUM : N/A 87,33 N/A 87.33 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
DEFINISI ;
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap iayanan kegiatan
kemesyarakatan di kecamatan dan kehtrahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan.
METODE PENGUKURAN :
Hasil diperoleh dengan cara agregesi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap fayanan kegiatan kemasyarakatan i kecamatan dan kelurahan,
hasil indeks efekdifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasii indeks kepuasan masyarakat ferhadap layanan pelimpahan kewanangan dalam
rangka mendukung bidang unsur kecamatan administrasi
SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efekfifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan
melalui Jaksurvej
3 [Indeks Kepuasan Layanan e-3AKIP  |DASAR HUKUM ; N/A 47,33 N/A 87,33 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PAN&RE No. 4 Tahur 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pefayanan Publik




DEFINIS] :
Indeks kapuasan layanan kabupaten administrasi mesupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeis kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoleh dengan cara agregesi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan keturahan,
hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat tethadap layanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang unsur Xota administrasi

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Kocrdinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan
melalui Jaksurvei

Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  [DASAR HUKUM : N/A 87,33 N/A 8§7.33 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PANARB No. 14 Tahun 2017 Tentang Padoman Penyusunan Surve: Kepuasan hMasyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan

kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,

hasil indeks efekilfitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewsnangan dalam

rangka mendukung bidang unsur kesatuan bangsa dan politik

SUMBER DATA :

Hasil Perhitungan Mandiri {rata rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan

melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan &-5AKIP  [DASAR HUKUM : N/A §7.33 NIA 87,33 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PANARE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINIS! :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi mesupakan hasil rata-rata pengukuran dart survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan

kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiaian kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,

hasil indeks efekiifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap tayanan pelimpahan kewenangan dalam

rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaar dan Olahraga

SUMBER DATA:

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan

melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |DASAR HUKUM : N/A 87,33 N/A §7.33 87,33 Nilai

Kabupaten Adminisirasi

Peratiran Menteri PANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Panyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik




DEFINISI :
Indeks kepuasan fayanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperaleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kefurahan,
hasil indeks efekiifitas koordinasi kabupaten adminisirasi, serta hasil indeks kepussan masyarakat tethadap tayanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Keordinasi dan pelimpahan kewenangan yang ditakukan
melalui Jaksurvei

Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |DASAR HUKUM : NiA 87,33 N/A 8733 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Panyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI :

Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi marupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan

kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinast kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoleh dengan cara agregasi dart hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamalan dan kelurahan,

hasil indeks afektifitas kaordinasi kabupaten administrasi, serta hasit indeks kepuasan masyarakat terhadap tayanan pelimpahan kewenangan dalam

rangka mendukung bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

SUMBER DATA :

Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efekiifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan

melalui Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan a-SAKIP  |DASAR HUKUM : NiA 87.33 N/A 87,33 87,33 Nilai
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Uni§ Penyslenggara Petayanan Publik

DEFINiSI :

Indeks kepuasan layanas kabupalen administrasi merupakan hasil rate-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan

kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasit indeks kepuasan koordinast kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoteh dengan cara agregasi dart hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,

hasil indeks efektifitas knordinasi kabupaten administrasi, seria hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam

rangka mendukung bidang unsur kepegawaian

SUMBER DATA :

Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan

melalut Jaksurvei
Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  |DASAR HUKUM : NIA 87,33 HIA 87,33 8733 Nilai

Kabupaten Administras

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Pubiik




DEFINISI -
Indeks kepuasan layanan kabupaten adminisirasi merupakan hasi rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan d kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten adminisirasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil dipercleh dengan cara agregasi dari hesil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan,
hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasii indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangar: dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandini (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efeklifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan
melalui Jaksurvei

10 |Indeks Kepuasan Layanan e-SAKIP  [DASAR HUKUM : N/A 87.33 NIA 87,33 87,33 Nilat
Kabupaten Administrasi Peraturan Menteri PAN&RE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyetenggara Pelayanan Publik
DEFINISI :
Indieks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kebupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangen
METODE PENGUKURAN :
Hasil dipercleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap tayanan kegiatan kemasyarakaten dt kecamatan dan kelurahar,
hasil indeks efektifitas keerdinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Scsial
SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandi (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Kaordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan
metalui Jaksurvei
1t (Indeks Kepuasan Layanan 8-SAKIP  [DASAR HUKUM: NiA 87,33 NIA 87,33 87,33 Nilai

Kabupaten Administrasi

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Fublik

DEFINISI :
Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rate-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layaran kegiatan
kemasyarakatan d kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan

METODE PENGUKURAN :

Hasil diperoteh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kefurahan,
hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata} Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efekifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilzkukan
melalui Jaksurvei




Meningkatnya Kinerja Melalui
Keoordinasi Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan dan
Pelayanan di Wilayah
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu yang
Optimal

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Kegiatan
Kemasyarakatan di Kecamatan
dan Kelurahan

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri PANERB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINISI :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap iayanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) mervpakan hasil survei kepuasan
kepada masyarskat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Adapun ynsur iayanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK,
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau [entk
{Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap
pangelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM}.

METODE PENGUKURAN :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skata 1 (satu) sampai dengan 4 (empat}, dengan rentang penflaian persepsi sebagai berkut: a. Nilai Persensi 1,
dengan nilai inierval KM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.0% - 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 -
3,06, atau nitai inferval konversi 65.00 — 76,60; ¢. Nilai Persapsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 —
88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 - 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 — 100,00. Nilai interval IKM digeroleh dari hasil
survet yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM).

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurghan menjadi rata-rata
capalan Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100
orang per pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

SUMBER DATA:
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat mefalui Jaksurvei

NIA

88

A

88,5

88,5

Nilai

Indeks Efektifitas Koordinas
Kabupaten administrasi

a-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Pubitk

Definisi Operasional :
Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaar: koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang
mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyal.

Metode Pengukuran :

Hasil pengukuran terhadap efekiifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Adminisirasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan
terhadap pelaksanaan koardinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta hidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan., deagan
responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalem rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi

Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rate) Atas Hasil Survey Efekiifitas Koordinas paa Bidang Pemerintahan, Perekoncmian dan Pembangunan, serta
Adrministrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei

N/A

85

N/A

85

85

Nilai

indeks Efekiifitas Koordinasi
Kabupaten administrasi

e-SAKIP

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi Operasional :

Hasii pengukuran terhadap efeklifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan ofeh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di

N/A

85

N/A

85

85

Nilat




wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemetintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kessjahteraan rakyat.
Metode Pengukaran :

Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan
terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kessjahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan, dengar
responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

Sumber Data :

Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata} Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta
Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei

Indeks Kepuasan Masyarakat
Ternadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

e-SAKIP

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PANERE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Petayanan Publik
Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat tehadap layanan pelimpahan kewsnangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur fayanan yang di
survey diantaranya adalsh urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (salu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Niiai Persepsi 1,
dengan nilal interval KM sebesar 1,00 — 2,58, atau nilai interval konversi 26.00 — 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 -
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 — 76,60; . Nilal Persepsi 3, dengan nilei interval IKM sebesar 3,07 — 3,63, atau nilai interval konversi 76,61 —
58,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survet
indeks kepuasan masyarakat, dengan respanden survel adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah respenden survei
minimal 100 orang. Nitai interval IK diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nifai Interval KM} dalam
rangka mendukung unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Data :

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri PAN&RE No, 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Uni Penyelenggara Pelayanan Publik
Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pefimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oeh penyelenggara peldyanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adalah urusan yang ditmpahkan kepada Kabupaten Administrast Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan tiusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintatan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakal mefakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 {empat}, dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval 1KM sebesar 1,00 — 2,59, alau nilai interval konversi 25.00 - 64,99; b. Nilal Persepsi 2, dengan nilai interval KM sebesar 2,60-
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 — 76,60; ¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilaf intarval kenversi 76,61 -
58,30: d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai inferval kenversi 88,31 — 100,00. Hasil diperoleh dengan cara sureei
indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaien administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden stvei
minimal 100 orang. Nilai intervat IKM diperoleh dari hash survei yang kemudian diubzh menfadi nilai interval konversi (25 x Nilai Inferval IKM) dalam
rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sumber Data :

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

NIA

88.5

88.5

N/

N/A

885

88,5

88.5

88,5

Nitai

Nilai




Ingeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Pasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Peryusunan Survel Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kuafitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adatah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepufauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Qlahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan:
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemeriahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacy pada Peraturan Menteri PAN dan RB Momer 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu} sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut; a. Nilef Persepsi 1,
dengan nilai intervel |KM sebesar 1,00 - 2,59, atau nifai interval kenversi 25.00 - 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval KM sebesar 2,60 —
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilaf inferval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,61
88,30; d. Nilai Persepst 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 — 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei
indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei
minimal 100 orang. Nilai interval iKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam
rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Sumber Data :
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalu; Jaksurvei

N/A

N/A

88,5

88,5

Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri FANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Keputauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomar 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan datam rentang angka skala 1 (safu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a, Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nitai interval konversi 25,00 - 64,99; b, Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 —
3,08, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60; ¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai inferval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,6% —
88,30 d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 - 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei
indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei
minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dani hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam
rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

Sumber Data :
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadep Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jakstirvei

N/A

885

N/A

86,5

Nilai




Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB Ne. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasit survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarzkat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerirahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penifaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 {empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval KM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 — 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 —
3,06, atau nitai interval konversi 65.00 — 76,60; ¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai inferval IKM sebesar 3,07 - 3,53, atau nilai inferval konversi 76,61 -
88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai intervat IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 — 100,00, Hasi diperaleh dengan cara survei
indeks kepuasen masyarakat, dengan responden survei adafah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jurnlah responden survei
minimal 100 orang. Niai interval IKM diperoleh dari hasil survel yang kemudian diubah menjadi nilai interva? konvers? {25 x Nilai interval [KM) dalam
rangka mendukung Bidang unsur Kepegawaian

Sumber Data ;
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

88,5

N/A

88,5

88,5

Nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat
‘Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewsanangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Mente:i PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusinan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur Jayanan yang di
survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Keputauan Seribu, diantaranya feriait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusen Pemerintahan Bidang Kearsipan; usan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skafa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 — 2,59, atau nilai inferval konversi 25.00 - 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 -
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 — 76,60; . Nitai Persepsi 3, dengan nifai interval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,81 —
88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval KM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilaf interval konversi 88,31 — 100,00, Hasil diperoleh dengan cara survei
indeks kepuasan masyarakat, dengan respanden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei
minimal 100 crang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {25 x Nilai Interval IKM) dalam
rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penatasn Ruang.

Sumber Data ;
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan mefalui Jaksurvei

N/A

88,5

NfA

88,5

88,5

Nilai




Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Paraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Gefinsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk
menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Unusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahur 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skafa 1 (salu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval HGW sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konverst 25.00 - 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilal interval IKM sebesar 2,60 -
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 — 76,60; ¢. Nilai Persepsi 3, dengan nifai interval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 -
88.30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai inferval komversi 88,31 — 100,00. Hasti diperoleh dengan cara survei
indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei
minimat 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi {26 x Nilai Interval IKM) dalam
rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Sosial

Sumber Data :
Hasil Survey Kepuasar Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

88,5

N/A

88,5

88,5

Nilgi

11

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Pelimpahan
Kewenangan

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Definsi Operasional :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan uniuk
menitai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara palayanan publik. Adapun unsur layanan yang di
survey diantaranya adatah urusan yang diimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan
Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemesintzhan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang
Sosial

Metode Pengukuran :

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 {satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 — 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 - 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 —
3,06,

atau nifai interval kenversi 65.00 - 78,60; ¢. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 — 3,63, atau nilai interval konversi 76,61 - 88,30; d.
Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 ~ 4,00, atau nilai inferval kanversi 88,31 — 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks
kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Sesibu dengan jumlah responden survei minimat
100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka
mendukung Bidang urusan Pemerintahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sumber Data :

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei

N/A

88,5

NIA

88,5

88,5

Nilai




3 |Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian e-Monev  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tala Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan NIA 100 100 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Iklim Kerja rencana aksi KSD Peningkatan KSD Profesionalitas SDM Pemprov DK Jakarta
Aparatur Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SO Pemprov DKI Jakarta
4 |Berkurangnya Ketimpangan Persentase penyefesaian e-Monev |Reafisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana akst Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan|  N/A 100 100 100 100 Persen
Serta Terjaminnya Pemenuhan rencana aksi KSD KSD
Kebutuhan Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan
Perfindungan Sosial Sub KSD Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
5 |Meningkatnya Kesempatan Persentase penyelesaian e-Monsv  |Realisasi penyelesaiar dibandingkan target penyelesaian rencena aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonemi Pasca Pardemi Sub KSD Pengembangan NIA NiA 100 100 100 Persen
Kerja dan Adaptibiltas Tenaga rencana aksi KSD Akselerasi KSD UMKM
Kerja Periumbuhan Ekonomi Pasca
Pandemi Sub KSD
Pengembangan UMKM
&  [Meningkatnya Kualitas, Persentase penyelesaian eMonev  (Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan tayanan dasar perkotaan Sub KSD 100 100 100 00 100 Persen
Aksesibilitas, dan Kemudahan rencana aksi KSD Peningkatan KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati
Layanan Masyarakat kualitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penataan kawasan yang
dikoordinasikan oleh
Walikota/Bupati
7 |Terbangunnya Infrastruktur dan Persentase penyelesaian e-Monev  |Realisasi penyelesaian dibandingkan farget penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD N/A 100 N/A 160 100 Persen
Layanan Dasar Perkotaan rencana aksi KSL Peningkatan KSD  |Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Yang Berkualitas kualitas infrastrukiur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Perumahan
dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
8 |Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian e-Monev  Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelota Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan 100 160 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP)
Kinerja Pemerintah Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
Sasaran Khusus
9 |Terwujudnya penyelenggaraan Opini faporan Keuangan e-Kinerja |Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan Rl mengenai tingkat kewajaran informasi yang disafikan dalam laporan keuangan daerah pemprov N [B)WTP [ NA N/A | (3)WTP | Predikat

pemerintahan yang takfis dan
adaptif

DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan
pengungkapan (konversi nilai opin pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1{50%), TMP=0(25%)}




10 {Meningkatnya Pemanfaatan £- |Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerja  [Formula Pengukuran : 100% | 100% | 100% | 100% 100% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Order Wurlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan reatisasi anggaran kegiatan makan minurn rapat, jamuen dan lapangan {dikecualikan untuk galon,
Barang dan Jasa kopi, teh, gula, dst.)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (S1PD)
11 |Terimplementasinya rencana Persentase implementasi e-Kinefja (a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
strategis kemunikasi publik rencena sirategi komunikasi b) Persentase tersusunnya editorial pian sesuai sirategi komunikasi,
urtuk pragram-program urmum pubiik program unggutan atau ¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam,
dan unggulan Perangkat program umum serta respon d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalyi media internal GPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
Daersh perangkat caerah pada saat
krisis komunikasi progran. Penghitungan:
a) Bobot 20%: PD menyustn materi strategi kornunikasi program unggutan ataw program umum per triwulan.
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan,
©) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi kisis per triwutan, dan bakan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukurg) dalam
kurua wakty <6 jam,
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plar, min. 15 materi per triwulan) melalui media intemal atau media massa
atau media sosial atau aktivasi luar ruang per tiwulan.
12 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja | NilaifPredikat dipercleh dan hasi evaluasi implementasi SAKIP Perangkal Daerah oleh Inspektorat {nilai- 82} N/A NiA N/A A A Predikat
pemerintahan yang transparan Daerah Tahun 2023 (82} (82)
dan akuntabel Provinsi DK
Jakarta
13 |Meningkatnya Pengelolaan Persentase Arsip Aktif dalam e-Kinefja [Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Dafiar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah {UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). N/A 100% | 100% 100% 100% | Persentase

Arsip pada Perangkat Daerah

Daftar Arsip Aktif

Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon |I.
Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar isi berkas dari Seluruh Esselon |Il/Setara.

Unit Pengelah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang betkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya,

Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Sukir Badan/Suku Dinas {Kecuali Seluruh UPT}

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Linit Kearsipan {UX) Tingkat Il sehagat berikut : Inspektur,Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakdian
Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nemor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Wumlzh Unit Pengolah {UP} yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} 11 di bagi jumiah unit Pangelola {UP) pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK} dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditermbuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umurn sefaku UK, selarjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten
Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK! Jakarta.

- Biro-8iro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.




Waktu Penilaian:
TWI D N/A
TWII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.

TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.
TWIV : Pembuatan Dattar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.
14 |Terwijudkannya tata kelola Persentase progress e-Kinerja  [Definisi : 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase
SDI yang baik mefalui pengumpulan data sesuai daftar Hasil pengumpulan data sesuai deftar data dan jadwal rilis yang {elah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
pemenuhan daftar data daerah data dan batas wakfu Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan,
pengumpulan yang ditetapkan Daftar data dan jadwai rilis berdasarkan Keputusan Gubermur tentang Daftar Data Daerah
dengan Keputusan Gubernur
Dasar Hukum :
Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
Formula Pengukuran :
[{Jumlah data terkurnpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada TW tersebut)) x 160%
Batas waktu pengumpulan adalah tanggsi 5 bulan berikutnya dari fadwal rilis
Sumber Data : Daftar Data Daerah {Portal Data)
18 |Meningkainya kualitas layanan Survei Kepuasan Layanan e-Kinera [Dasar Hirkum: a2 NiA 92 N/A a2 Nilai
kepada masyarakat Masyarakat 1. Peraturan Menteri PANGRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyefenggara Pelayanan Publik
2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Waftkota/Bupati, Camat, dan Lurah
Definisi:
Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seran Gubemur No. 7 Tahur 2019 pada wilayah
masing-masing
Formulasi Pengukuran:
Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalul sistem Jaksurvei
16 |Terkelolanya Keuangan Daerah Persentase Inventarisasi BMD | e-Kineria |Deffnisi : N/A 10% 55% 100% | 100% | Presentase

yang Sehat, Transparan, dan
Akuntabel

berupa Gedung dan Bangunan
pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna
Barang Tahun 2023 di masing-
masing PD/UKPD

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDAJKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing
kepada Sekrataris Daerah melalui Kepala BPAD selsku Sekretaris Tim Pengendali.

BMD yang selesai diinventarisasi adafah :

1. BMD tidak ada herupa non fisik.

2. BMD fidek ada bertpa fisik,

3. BMD ada, bagiar dari aset induk.

4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.

Penghitungan:
1. Persiapan 10%
a. Bobot 5%: PDAUKFD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
b. Bobot 5%: PDYUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
2. Pelaksanaan 75%
a. Bobat 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi
3, Pelaporan 15%
a. Bobat 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHD)
b. Bebot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisas (BAHI)

¢. Bobot 5%: PDAUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak {SPTM)




17 |Terselenggaranya pendataan Persentase penyelesalan e-Kinefja |Jumiah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% N/A 15% 30% 100% 100% | Perseniase
dan inventarisasi tanah bidang penginputan data konsolidasi Target
pambangunan di dalam sistem hasil kewajiban fasos fasum dari Kepulauan Seribu : 1 BAST
informasi Jakarta Safu pemegang SIPPTAPPT/APPR Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST
yang terintegrasi dengan Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST
JAKARTA SATU Kota Administrasi Jakarta Pusat ; 46 BAST
Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST
Kota Adminisirasi Jakarta Selfatan : 126 BAST
Dasar Hukum :
Pergub Nomor 12 Tahun 2020
Kepgub Nomor 915 Tahun 2020
18 |Peningkatan penggunaan Persentase realisasi belanja e-Kinerja | Definisi : N/A N/A NfA 80% 80% | Presentase
produk dalam negeri barangfjasa bersertifikat TKDN, 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
preduk dalam negert, dan/atau berinvestasi dan berproduksi di Indenesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan preduk dalam negeri (self declare)
produk usaha mikro kecil dan 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan talam negeri pada barang, jasa dan
koperasi dani hasil produksi gabungan barang dan jasa.
delam negeri Formula Pengukuran :
Jumizh realisasi belanja barangfjasa dan belanja modal {kecuali tanah) bersertifikat TKDN danfatau produk dalam negeri, diztamakan produk darf usaha
mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal {kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Calam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta - BPKD
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan (ndusiri
2. Inpres Nemor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Keeil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasionat Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan BarangfJasa Pemerintah
19 | Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kinerja  |DASAR HUKUM : N/A N/A N/A 100% 100% | Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap
ASN Pemerintah Provinsi DKI ASN Pemerintah Provinsi DKI PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 {satu) tahun.
Jakarta 20 Jam Pelajaran Jakarta 20 Jam Pelafaran DEFINISI :
pertahun pertahun Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kampatensi 20 JP pertahun untuk seluruh PAS Pemerintah Provinsi DKI Jakazrta melalui Simdiklat
BPSDM.Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakariz.
20 |Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kineja (DASAR HUKUM N/A N/A N/A 100% | 100% [ Perseniase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kempetensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap
ASN Pemerintah Provinsi DKI ASN Pemerintah Provinsi DKI PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh) jam pelajaran dalam 1 {satu} tahun,
Jakarta 20 Jam Pelajaran Jakarta 20 Jam Pelajaran DEFiNISI :
pertahun partahun Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk sefuruh PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui Simdiklat
BPSDM.Jakarta.go.id
Realisast Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Sefuruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Formula Pengukuran :
[(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajis terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal & Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
21 |Meningkainya Manajemen Persentase penyelesaian e-Kineia |DASAR HUKUM : NiA NiA 50% 50% 100% | Persentase
Pengetahuan tahapan manajemen 1. Peraturan Gubemur Provinsi DK Jakarta Nomaor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

pengetahuan




DEFINIST :

Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui hitps:ifkm-
bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisar (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bidan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwutan 4}.

SUMBER DATA :

https:/fkm-bpsdm jakarta.go.id

NfA

N/A

50%

50%

100%

Perseniase
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Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum;
1. Peraturan Gubermur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemeriniah Provinsi DK Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tabun 2621 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKl Jakarta
Definist Operasional:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui perbentukan struktur Manajemen Risike, Unit Kepatuhan Intermal dan penyelenggaraan Proses
Marajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengslolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai)
1. Steuktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah fentang Unit Pemilik Risike (UPR)
yang ferdiri dari:

a) Pemilik Risike;

b) Koordinator Risiko; dan

c) Manajer Risiko.
2. Unit Kepatuhan Intemal dilasksanakan oleh saiah safu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon JKoordinator) yang
ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3. Proses Manajemen Risiko difakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rercana Kerja Perangkat Daerah vang
difakukan melalui 5 (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penetapan komeks;

¢} Penilafan Risiko (ldentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan difuangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formutir profil dan peta Risiko, dan
Formulir penanganan Risiko.
Formula Pengukuran :
[{Jurnlah dokumen yang terverifikas? aleh Inspektorat) / {Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas wakiv pengumpulan pada Triwulan A x
100%

Cutput Sasaran:

1.Dokumen Kepuiusan Kepata Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risike {UPRY);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal:

3. Dokumen Formuiir Penetapan konieks MManajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Fermulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikast oleh Inspektorat :
Triwulan |l :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembeniukan Unit Pemilik Risiko {UPR);

2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal

Triveutan it -
1. Dokumen Formulir Penetapan kenteks Manajemen Risiko;

N/A

40%

80%

100%

100%

Persentase




2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan IV :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko
Metode Pengukuran :
Tersgfinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang teizh diverifikas oleh Inspektorat :
Triwulan |l ;
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
Triwulan 11 ;
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan 1V :
1. Dokumen Fermufir penanganan Risiko
Sumber Data: Hasil Verifikasi inspektorat

23

Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presertase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Dasrah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelalaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Dagrah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya
digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerfa Keuangan Daerah.”

Definisi Operasional ;

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi,

1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang terfiang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi
Kinerjamengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian kefuarannya yang diukur dalam 1 (satu)

Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung ates aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi ingikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiaphd.jakarta.go.id
3. Efisignsi keluaran kegiatan/subkegiatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sefiarusnya dengan pengeluaran sebenarnya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran {Output) Program atau
capaian Keluaran {Output) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Qutput) Program atau  capaian
Keluaran {Output} Kegiatan.

b. pagu anggaran data sumber data proyeksi AP3D; dan

¢. realisasi anggaran sumber dafa proyeksi APBD.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap buan.

Sumber Data : proyeksi APBD
bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut;
Bp=97%
BK =18,2%
Bekk = 43,5%
BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

N/A

N/A

N/A

7%

1%

Persen




BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
< 6( = Rendah

> 69 5.d 70 = cukup

> 70 5.d 90 = Baik

> 490 s.d 100 = Sangat Baik

Sasaran Operasional

24 [Terselesaikannya Tindak Persentase capaian e-Kinerja  [Jumlah Realisasi TL Arahan Gubemur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan [ainnya) dibagi Jumiah TL Arahan Gubernur | 100% | 100% | 100% | 100% 100% Persen
Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanju dikali 100%
Arahan Gubemur
26 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM  |Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100% Persen
pengaduan masyarakat penyeleszaian pengaduan
masyarakat
26 |Terselesaikannya tindak fanjut Persentase progress e-Kinerja |(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPX Rl Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah 25% 258% 25% 25% 100% Persen
rekomendasi temuan hasil penyelesaian tindak lanjut koerdinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuéi dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspekforat)
pemeriksaan ekstemal (BPK) rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan ekstemal (BPK)
Jakarta, 2023
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ihukota Bupati Kabupatg 3 Kepulauan Seriby,

\l

Heru Budi Hartone

Junaedi
[P 196612051987031003






